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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Administrasi Publik di Era 

Global: Teori, Paradigma, dan Reformasi” dapat hadir di tengah para 

pembaca. 

Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai dinamika administrasi publik yang terus berkembang di tengah arus 

globalisasi. Administrasi publik tidak lagi hanya berbicara tentang birokrasi dan 

pelayanan, melainkan juga menyangkut inovasi, partisipasi masyarakat, serta 

kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi yang 

sangat cepat. 

Di era global, tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, dan responsif semakin besar. Oleh karena itu, teori dan paradigma 

klasik perlu dipahami kembali secara kritis, sementara reformasi administrasi 

publik harus terus diarahkan pada penciptaan pelayanan yang inklusif, 

berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menelusuri evolusi teori 

administrasi publik, memahami berbagai paradigma yang berkembang, serta 

melihat bagaimana reformasi dijalankan dalam praktik pemerintahan, khususnya 

dalam konteks Indonesia. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi ilmiah 

sekaligus inspirasi praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pembuat 

kebijakan dalam memperkuat kapasitas administrasi publik di era global. 

Kami menyadari bahwa buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi 

penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya. 

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat luas dan dapat 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta praktik administrasi publik yang 

lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. 

 

 

 

Tangerang,      Agustus 2025 

 

Tim Penulis   
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